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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pandak,
dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk
pelebaran jalan Sedayu Pandak yang berupa uang sudah memberikan
perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah,meskipun masih
terdapat pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima ganti rugi. Wujud
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak milik atas tanah
adalah bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah telah
disepakati bersama antara pemegang hak milik atas tanah dengan instansi yang
memerlukan tanah, sehingga pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah
tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan kepada
panitia pengadaan tanah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan ganti rugi
yang bersifat non fisik dalam menetapkan besarnya ganti rugi seperti hilangnya
pekerjaan, berkurangnya penghasilan, dan lain - lain sebagai akibat dari

pengadaan tanah.
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